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ABSTRAK

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa melepaskan diri dari
manusia yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan salah satu cara yang
digunakan adalah dengan membuat perjanjian, tetapi sering dijumpai kasus
perjanjian yang dilaksanakan dengan itikad buruk terutama dalam jual beli tanah
yang menempatkan pembeli dan pemilik asal yang tidak bersalah dan
membutuhkan perlindungan hukum akibat dari tindakan penjual yang beritikad
buruk. Asas itikad baik sangat penting dilaksanakan agar pihak yang beritikad
baik dapat diberikan perlindungan hukum. KUHPerdata melindungi seorang
pembeli yang beritikad baik terhadap benda bergerak, sedangkan untuk tanah
diatur dalam UUPA dan mengenai peralihan hak atas tanah harus didaftarkan
sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
yang menggunakan sistem publikasi negatif bertendensi positif.

Dalam Butir IX SEMA Nomor 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum
Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, hanya melindungi pembeli beritikad
baik sehingga aturan ini menjadi masalah karena tidak kasuisitis dan tidak
menjelaskan lebih lanjut mengenai standar pembeli beritikad baik. Aturan di
Indonesia juga belum ada yang mengatur mengenai hal tersebut sehingga
keputusan akan diserahkan kepada hakim-hakim tetapi akan terjadi perbedaan
tafsir, padahal dalam melindungi pihak yang beritikad baik dibutuhkan hukum
yang memberikan kepastian perlindungan.

Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian menggunakan metode
penelitian yuridis normatif dengan teori kebenaran koheren mengenai bagaimana
kaitan SEMA tersebut dengan perlindungan hukum kepada pembeli tanah
beritikad baik meskipun diketahui penjual tidak berhak dan bagaimana standar
pemberian perlindungan hukum kepada pembeli tanah beritikad baik yang benar
berdasarkan putusan-putusan dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini
dilakukan agar dapat teruji apakah SEMA tersebut sudah tepat dalam memberikan
perlindungan hukum dan agar dapat ditentukan bagaimana standar yang tepat

untuk diberikan kepada pembeli tanah agar dapat dianggap beritikad baik.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang

Manusia selain sebagai makhluk individu, juga disebut sebagai makhluk
sosial yaitu manusia yang berhubungan secara timbal balik dengan manusia lain.'
Makhluk sosial juga dapat dikatakan sebagai makhluk yang di dalam hidupnya
tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh manusia yang lain ataupun makhluk
yang memiliki kebutuhan, kemampuan dan kebiasaan untuk berinteraksi dengan
manusia yang lain. Sehingga manusia yang satu dengan yang lainnya saling
membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun kebutuhan sosial
seperti kebutuhan manusia untuk bekerja dan mendapatkan uang untuk dapat
bertahan hidup maupun untuk harta kekaayannya sendiri. Salah satu cara yang
sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah dengan
cara membuat perjanjian dengan objek maupun kepentingan yang sesuai dengan
kebutuhan para pihak.

Perjanjian itu sendiri mempunyai definisi dalam Pasal 1313 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu “Suatu perjanjian adalah
suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap
satu orang atau lebih”. Terdapat beberapa kelemahan dari pengertian perjanjian
yang diatur dalam pasal tersebut, yaitu definisi perjanjian tersebut tidak lengkap
dan terlalu luas karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak
saja. Definisi itu dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan-
perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga seperti janji kawin yang merupakan
perjanjian juga tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam
KUHPerdata buku III, perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata buku III

kriterianya dapat dinilai secara materiil, dengan kata lain dinilai dengan uang.”

! Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012-2016.
? Mariam Darus Badrulzaman, dkk, (1), Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Jakarta,
2001, hlm. 65



Sedangkan menurut doktrin (teori lama) yang disebut perjanjian adalah perbuatan
hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.’

Sampai saat ini, perbuatan hukum seperti perjanjian sering dilakukan
dalam kehidupan masyarakat sehari-hari terutama perjanjian jual beli, perjanjian
sewa menyewa maupun perjanjian pinjam meminjam. Sering kali dijumpai kasus
perjanjian yang dilaksanakan dengan itikad tidak baik, terutama dalam hal jual
beli tanah dikarenakan sengketa mengenai hal ini banyak putusan
yurisprudensinya. Seperti contoh para pihak yaitu penjual (A) dan pembeli (B)
sepakat untuk melakukan perjanjian jual beli tanah, pembeli (B) pun
membayarkan harga jual seperti yang telah disepakati. Namun setelah proses jual
beli selesai, timbul masalah yaitu pada kenyataannya objek tanah tersebut bukan
milik penjual (A) tetapi objek tanah tersebut milik (C) sehingga (A) tidak berhak
untuk menjual tanah tersebut. Dalam kasus tersebut, timbul perselisihan antara
pemilik objek tanah yang sebenarnya (C) dengan pihak pembeli (B) yang
beritikad baik sehingga posisinya menempatkan dua belah pihak yang pada
dasarnya tidak bersalah dan membutuhkan perlindungan hukum, akibat perbuatan
penjual tanah (A) yang beritikad buruk. Jika dalam kasus ini yang dilindungi
adalah pemilik objek tanah yang sebenarnya (C) maka perjanjian jual beli atau
peralihan hak tersebut dianggap tidak sah dan pemilik objek tanah yang
sebenarnya akan tetap menjadi pemilik sahnya, sementara jika yang dilindungi
adalah pembeli (B) maka dia akan dianggap sebagai pemilik baru objek tanah
tersebut meskipun perjanjian tersebut dilakukan oleh pihak penjual yang tidak
berwenang. Dalam hal ini muncul dilema hukum karena menempatkan dua belah
pihak yang tidak bersalah dan membutuhkan perlindungan hukum yang
keputusannya diserahi oleh hakim mengenai siapa yang akan mendapat
perlindungan hukum.

Asas itikad baik dalam suatu perjanjian merupakan faktor yang penting
untuk dilaksanakan sehingga pihak yang beritikad baik dapat diberikan
perlindungan hukum dari pihak yang beritikad buruk. Hal tersebut seperti dalam

? Salim. HS, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010,
hlm. 164



kehidupan sosial di masyarakat, di mana pihak yang beritikad baiklah yang harus
dilindungi dan sebaliknya pihak yang beritikad buruk yang harus merasakan
akibat dari perbuatannya tersebut. Hal tersebut juga didukung dengan adanya
aturan mengenai akibat perjanjian yang sah dalam Pasal 1338 ayat (3)
KUHPerdata yang menjelaskan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan
dengan itikad baik. Asas tersebut berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian dan
berlaku bagi para pihak, sehingga para pihak wajib menjalankan perjanjian
dengan asas itikad baik dan tidak hanya hal-hal yang secara tegas dinyatakan
dalam suatu perjanjian saja yang mengikat para pihak tetapi juga untuk segala
sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau
undang-undang seperti yang diterangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdata. Oleh
karena itu, pada prinsipnya pembeli yang beritikad baik dilindungi oleh hukum
selama syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdata terpenuhi yaitu adanya
kesepakatan, kecakapan, mengenai suatu hal tertentu dan sebab yang halal.
Masalah itikad baik ini erat sekali kaitannya dengan tata kehidupan
masyarakat, artinya menyangkut kesadaran hukum masayarakat yang memerlukan
pembinaan dan pengaturan. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat,
semakin tinggi pula kesadaran mereka tentang hak dan kewajibannya.” Pengertian
mengenai itikad baik itu sendiri menurut Subekti, dapat ditemui dalam hukum
benda (pengertian subyektif) maupun dalam hukum perjanjian seperti yang diatur
dalam Pasal 1338 ayat (3) (pengertian obyektif).” Dalam hukum benda, itikad baik
artinya kejujuran atau bersih. Seorang pembeli beritikad baik adalah orang jujur
atau orang bersih.® Pembeli yang beritikad baik tidak mengetahui tentang adanya
cacat-cacat yang melekat pada barang yang dibelinya, dalam arti cacat mengenai
asal-usulnya seperti yang tertera dalam Pasal 531 KUHPerdata, "Kedudukan itu
(bezit) beritikad baik, manakala si yang memegang memperoleh kebendaan tadi
dengan cara memperoleh hak milik, dalam mana tak tahulah dia akan cacat-cela

yang terkandung di dalamnya”. Sedangkan itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3)

4 Djaja S. Meliala, Masalah Itikad Baik Dalam KUH Perdata, Cetakan Pertama, Bina Cipta,
Bandung, 1987, him. 1

* Subekti, Hukum Pembuktian, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 42

® Ibid, hlm. 49



KUHPerdata menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian harus berjalan
dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

Menurut Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdata juga menjelaskan bahwa
KUHPerdata pada hakikatnya melindungi seorang pembeli yang beritikad baik
terhadap benda bergerak, sedangkan untuk benda yang tidak bergerak tidak diatur
dalam KUHPerdata tetapi diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).
Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) itu sendiri terdapat macam-
macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan
maupun dipunyai oleh orang serta badan hukum seperti yang tertera di dalam
Pasal 4 ayat (1) UUPA. Di dalam hak atas tanah tersebut, terdapat berbagai
macam hak atas tanah seperti yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA
yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak
membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak-hak lain yang tidak termasuk
dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang
serta hak-hak yang sifatnya sementara.

Mengenai pengaturan peralihan atau perpindahan hak atas tanah seperti,
hak milik yang tertera dalam Pasal 23 ayat (1) UUPA, hak guna usaha dalam
pasal 32 ayat (1) UUPA maupun hak guna bangunan yang diatur dalam Pasal 38
ayat (1) UUPA menjelaskan bahwa hal-hal tersebut harus didaftarkan menurut
ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19 UUPA yang pada ayat (1)-
nya menjelaskan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah
diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut
ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dalam ayat (2)
Pasal tersebut menjelaskan bahwa pendaftaran yang dimaksud dalam ayat (1)
tersebut meliputi pengukuran, perpetaan, pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak
atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut maupun pemberian surat-surat tanda
bukti hak. Dijelaskan pula dalam Pasal 26 ayat (1) UUPA bahwa perbuatan-
perbuatan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya seperti jual beli,
penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan
perbuatan-perbuatan lain diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan

Pemerintah yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) UUPA



adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Secara garis besar, terdapat dua sistem publikasi tanah yaitu sistem publikasi
positif dan sistem publikasi negatif. Dalam sistem publikasi positif, pembeli
dengan itikad baik dan dengan pembayaran dianggap memperoleh hak dari orang
yang namanya terdaftar sebagai pemegang hak dalam register dan juga hak yang
tak dapat diganggu gugat (Indefeatsible title). Sedangkan dalam sistem publikasi
negatif, pendaftaran tanah tidak menjadi jaminan perlindungan absolut
kepemilikan tanah. Sistem ini menganut asas nemo plus juris in alium potest
quam ipse habet yaitu orang tidak dapat memindahkan hak melebihi apa yang dia
punya. Asas tersebut melindungi kepentingan pemilik asal yang tanahnya telah
didaftarkan oleh orang yang tidak berhak sehingga ia dapat mengajukan gugatan
terhadap siapa saja yang telah mendaftarkan tanahnya.’

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah
menggunakan sistem publikasi negatif bertendensi positif, terbukti dari aturan
yang tertera dalam Pasal 32 ayat (1) bahwa “sertifikat merupakan surat tanda
bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan
data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis
tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang
bersangkutan”, dalam hal ini surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ditentukan dalam
Pasal 19 UUPA.® Pada Pasal 32 ayat (2) juga dijelaskan bahwa “dalam hal atas
suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau
badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara
nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu
tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun
sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis
kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan

ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah

" Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok
Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta 2008, hlm.
81

¥ Ibid, him. 477



atau penerbitan sertipikat tersebut.” Dari aturan tersebut terlihat bahwa walaupun
nama seseorang telah terdaftar dalam sertifikat yang sah, ia tidak langsung
mendapatkan hak yang tidak dapat diganggu gugat dikarenakan aturan yang
berlaku masih memberikan rentang waktu untuk orang lain dapat mengajukan
gugatan apabila ia merasa tanahnya telah didaftarkan oleh orang yang tidak
berhak. Dikarenakan penggunaan sistem publikasi negatif yang mengandung
unsur positif tersebut dan belum diaturnya hukum kebendaan atas tanah, telah
menimbulkan ketidakpastian dalam perkara perlindungan hukum terhadap proses
jual beli tanah khususnya perlindungan terhadap pembeli yang beritikad baik.

Contoh-contoh putusan Mahkamah Agung mengenai sengketa peralihan
hak milik atas tanah yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pembeli
yang beritikad baik dan pemilik tanah yang sebenarnya, dapat dilihat
perbandingannya dalam:

1. Putusan Mahkamah Agung, tanggal 26 Desember 1958, Nomor
251K/Sip/1958, yang menentukan bahwa pembeli yang telah bertindak
dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan
haruslah dianggap sah;

2. Putusan Mahkamah Agung, tanggal 28 September 2006, Nomor
1876K/Pdt/2005, yang menyatakan bahwa pembeli tanah yang beritikad
baik harus dilindungi oleh Undang-Undang;

3. Putusan Mahkamah Agung, tanggal 29 Maret 1982, Nomor
1230K/Sip/1980, yang menentukan bahwa jual beli tanah meskipun telah
memenuhi prosedur Perundang-undangan Agraria, namun harus
dinyatakan batal karena didahului dan disertai dengan hal yang tidak wajar
atau itikad yang tidak jujur;

4. Putusan Mahkamah Agung, tanggal 25 Mei 2011, Nomor 214K/Pdt/2011,
yang menyatakan bahwa tidak diberikan perlindungan hukum terhadap
pembeli yang beritikad baik apabila asal hak tanahnya sejak awal tidak
berdasar hukum karena cacat dan berasal dari orang yang tidak memiliki

hak;



dan putusan-putusan Mahkamah Agung mengenai sengketa peralihan hak milik
atas tanah lainnya.

Apabila melihat ke Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7
tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah
Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam butir ke-IX
dirumuskan bahwa:

1. “Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun
kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek
jual beli tanah).”

2. “Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual
yang tidak berhak.”

maka dalam aturan tersebut menunjukkan bahwa yang dilindungi adalah pembeli
yang beritikad baik. Namun hal tersebut menimbulkan masalah karena apabila
semua sengketa mengenai hal tersebut diputuskan hanya melindungi pihak
pembeli dan pemilik asal hanya dapat mengajukan ganti rugi saja, itu tidak akan
efektif dan cocok terhadap semua sengketa tanah karena bisa saja terdapat
kerjasama antara penjual dan pembeli agar pembeli dapat dinilai beritikad baik
dan ia mendapatkan tanahnya tanpa diganggu oleh hal apapun atau dalam
sengketa tersebut terdapat fakta-fakta lain yang sangat merugikan pemilik asal
tanah yang tidak bersalah. Masalah yang juga tidak kalah penting adalah tidak
adanya definisi maupun standar atau kriteria yang lengkap dan jelas mengenai
pihak pembeli yang dapat dinilai beritikad baik dalam aturan yang ada di
Indonesia sehingga keputusan akan diserahkan lagi kepada hakim yang mengurusi
permasalahan-permasalahan terkait hal tersebut, sehingga akan terjadi perbedaan
tafsir.

Masalah itikad baik (fe goeder trouw) ialah masalah yang amat penting
dalam Hukum Perdata.” Dalam melindungi pihak yang beritikad baik dalam suatu
perjanjian dibutuhkan hukum yang memberikan kepastian perlindungan, oleh
karena itu perlu ditelusuri mengenai penyelesaian masalah itikad baik dan tidak

beritikad baik dalam hukum di Indonesia. Apalagi Hukum Perdata tidak

’ Op Cit, him. 7



menjelaskan secara eksplisit mengenai maksud dari itikad baik, dalam UUPA
maupun Peraturan Pemerintah mengenai pendaftaran tanah juga tidak
menjelaskan sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam perkara perlindungan
hukum terhadap pembeli beritikad baik dalam proses jual beli tanah. Dengan
berlakunya aturan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil
Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi
Pengadilan juga menimbulkan permasalahan dikarenakan hanya melindungi pihak
pembeli beritikad baik tanpa melihat fakta-fakta yang ada dalam sengketa dan
pendapat Mahkamah Agung (MA) atas permasalahan ini belum seragam
dikarenakan tidak adanya standar penilaian mengenai kapan seseorang dikatakan
beritikad baik dan kapan seseorang dinilai tidak beritikad baik.

Oleh karena itu, dalam penulisan hukum ini penulis akan fokus pada
sengketa yang para pihaknya terdapat pihak penjual yang beritikad tidak baik
(tidak mempunyai kewenangan atas objek yang ia jual), pihak pemilik objek yang
sebenarnya dan pihak pembeli yang mau diteliti lebih jauh mengenai standar ia
dapat dikatakan beritikad baik atau tidak beritikad baik. Harifin A. Tumpa juga
berpendapat bahwa “Dalam praktek peradilan, pembeli yang beritikad baik wajib
dilindungi. Tetapi sangat disayangkan, perundang-undangan kita tidak
memberikan suatu petunjuk tentang siapa pembeli yang beritikad baik itu. Begitu
pula sumber hukum lain, yurisprudensi, tidak memberikan suatu petunjuk yang
baku tentang pembeli beritikad baik”.' Maka dari itu jelas terlihat kondisi
perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik, tumbuh dan
dikembangkan oleh Yurisprudensi sedangkan para hakim yang satu dan yang
lainnya belum tentu sama standarnya dalam menilai pihak yang beritikad baik.

Kondisi tersebut terbukti dengan adanya 49 putusan yang memenangkan
pembeli yang mendalilkan telah beritikad baik dan terdapat 20 putusan lainnya
yang menolak dalil tersebut.'' Data tersebut menunjukkan bahwa pengadilan

Indonesia memberikan perlindungan yang relatif kuat kepada pembeli beritikad

" Widodo Dwi Putro, et al., Penjelasan Umum Pembeli Beritikad Baik, JSSP, Jakarta, 2016,
him.111
" Ibid, hlm. 12



baik. Namun, pertimbangan yang diberikan sangat pendek atau ringkas dan

standarnya berbeda-beda karena hakimnya juga berbeda-beda.

Dengan demikian Penulis tertarik untuk meneliti hal ini lebih dalam

karena menurut hemat Penulis, perlu adanya perlindungan hukum yang cukup

memadai dalam sengketa jual beli tanah yang berkaitan dengan pihak yang

beritikad baik. Hal ini menjadi penting mengingat belum adanya aturan baku dan

standar mengenai masalah itikad baik di hukum Indonesia maupun di

yurisprudensi dan dengan hal ini dapat terwujudnya kepastian hukum mengenai

itikad baik.
1.2.  Identifikasi Masalah
1. Bagaimana perlindungan hukum kepada seorang pembeli tanah yang

1.3.

beritikad baik, meskipun diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak
berhak, jika dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7
Tahun 20127

Bagaimana standar pemberian perlindungan hukum kepada seorang
pembeli tanah yang beritikad baik berdasarkan analisa putusan-putusan

dan peraturan perundang-undangan?

Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki maksud dan tujuan untuk:

1.

1.4.

Menguji ketepatan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012
dalam memberikan perlindungan hukum kepada pembeli tanah yang
beritikad baik.

Untuk mengetahui standar pemberian perlindungan hukum yang tepat

untuk diberikan kepada pembeli tanah yang beritikad baik.

Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap pembeli tanah yang beritikad

baik ini diharapkan dapat berguna baik dari segi teoritis dan segi praktis.

1.

Secara Teoritis



Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan berguna untuk:

a) Menambah pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya
perkembangan hukum perjanjian dalam perdata dan hukum agraria.

b) Sebagai bahan kajian untuk melengkapi bahan kepustakaan yang telah
ada dalam mempelajari ilmu hukum pada umumnya dan khususnya
tentang perlindungan hukum terhadap pembeli tanah beritikad baik di
Indonesia.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan akan dapat berguna untuk menambah
pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya, para akademisi dan praktisi
hukum pada khususnya. Diharapkan pula penelitian ini akan dapat berguna
bagi para hakim dalam memutuskan perkara sengketa tanah yang berkaitan
dengan itikad baik agar tidak lagi terjadi ketidakadilan maupun ketidakjelasan

standar itikad baik dalam sengketa tanah di Indonesia.

1.5. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis
normatif dengan teori kebenaran koheren. Pendekatan yuridis normatif adalah
pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara
menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula
dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan
perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian
ini. '* Sedangkan Teori kebenaran koherensi adalah teori kebenaran yang
didasarkan kepada kriteria koheren atau konsistensi, suatu pernyataan disebut
benar bila sesuai dengan jaringan komprehensif dari pernyataan-pernyataan yang
berhubungan secara logis dan pernyataan-pernyataan tersebut mengikuti atau

membawa kepada pernyataan yang lain."

"2 <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, ID Tesis Surabaya,

Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif, [diakses pada 16/12/2016]
" <http://www kabarindonesia.com/berita.php?pil=13&dn=20080702084806>, Intan Irawati,
Teori-Teori Kebenaran Dalam Ilmu Pengetahuan, [diakses pada 16/12/2016]
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Melalui metode penelitian ini, Penulis akan mengkaji obyek penelitian
berdasarkan pada data kepustakaan seperti sumber hukum tertulis, bahan-bahan
hukum lainnya serta menujuk pada metode penelitian dengan menganalisis data
dan menghubungkannya dengan aturan hukum yang berlaku. Data yang dimaksud
diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan menunjuk pada suatu cara
memperoleh data yang diperlukan dengan menelusuri dan menganalisis bahan
pustaka dan dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan yang dibahas
dalam penelitian ini.'* Studi kepustakaan akan Penulis lakukan melalui berbagai
literatur seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-
Undang Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7
Tahun 2012, putusan-putusan Mahkamah Agung, buku-buku literatur, jurnal
hukum, hasil-hasil penelitian skripsi di bidang hukum, kamus besar Bahasa
Indonesia, internet dan literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
Metode ini digunakan karena untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam
penelitian ini dibutuhkan pengkajian sumber-sumber hukum atau data

kepustakaan yang relevan.

1.6.  Sistematika Penulisan Hukum

Bab Pertama adalah bab mengenai pendahuluan yang memuat latar
belakang yang berisikan uraian tentang apa yang menjadi tema pokok dan alasan
mengapa hal tersebut dipermasalahkan, pendahuluan juga memuat identifikasi
masalah yang menunjukkan pertanyaan hukum yang relevan terhadap tema
pokok, memuat juga maksud, tujuan dan kegunaan penelitian yang menunjukkan
tujuan maupun fungsi adanya pemecahan masalah hukum tersebut, selain itu
pendahuluan juga berisikan metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

Bab Kedua akan membahas mengenai asas itikad baik dalam jual beli
tanah yang akan memuat penjelasan mengenai sejarah asas itikad baik, pengertian

asas itikad baik dan pengertian pembeli yang beritikad baik menurut para ahli dan

' <http://www.perkuliahan.com/apa-pengertian-studi-kepustakaan/>, Purwono, Apa Pengertian
Studi Kepustakaan, [diakses pada 16/12/2016]
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tinjauan dari sudut kitab undang-undang hukum perdata dan dalam peraturan-
peraturan mengenai peralihan hak atas tanah.

Bab Ketiga mengenai perlindungan hukum dalam jual beli tanah yang
akan membahas penjelasan mengenai pengertian dari perlindungan hukum dan
peraturan-peraturan yang mengatur mengenai perbuatan jual beli tanah atau
peralihan hak atas tanah yaitu dalam kitab undang-undang hukum perdata dan
dalam peraturan-peraturan mengenai peralihan hak atas tanah.

Bab Keempat akan berisi hasil penelitian mengenai perlindungan hukum
terhadap pembeli tanah yang beritikad baik yang akan ditinjau dari Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 dan putusan-putusan yang sudah
berkekuatan hukum tetap mengenai permasalahan jual beli tanah yang akan
dibandingkan antara putusan yang melindungi pembeli tanah yang beritikad baik
dengan putusan yang melindungi pemilik tanah yang sebenarnya untuk ditentukan
suatu standar bagaimana seorang pembeli tanah dapat dinilai beritikad baik.

Bab Kelima berisikan kesimpulan dan saran mengenai perumusan masalah

dalam penulisan hukum ini.

1?2
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